BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil yang diperoleh pada Bab IV, maka ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Prosedur yang dikeluarkan oleh direktur jendral pajak mengenai
pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak
Bumi dan Bangunan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh KP PBB Sleman.
Prosedur yang tidak dilaksanakan antara lain : KP PBB dalam proses
pendaftaran objek pajak massal baru tidak melakukan penelitian lapangan
ke lokasi objek pajak untuk memastikan kesesuaian data antara yang
tertera pada SPOP dengan ukuran yang sesungguhnya di lapangan.,
pengisian SPOP sering kali tidak diisi langsung oleh wajib pajak
melainkan oleh kepala dukuh atau aparat desa yang terkait, prosedur
pembaharuan data yang seharusnya terjadi selama tiga tahun sekali tidak
dilaksanakan dengan semestinya, dan prosedur pemberikan sanksi
administrasi PBB bagi yang tidak membayar tidak beﬂalén sesuai dengan
yang telah ditetapkan Jika prosedur yang ada ditetapkan dengan
semestinya maka jumlah pajak yang diterima oleh KPPBB Sleman pasti
akan meningkat.

2. Dari ketiga wilayah kabupaten yang diatur oleh KP PBB Sleman.
Kabupaten Sleman mempunyai tingkat efektifitas terendah. Penerimaan

PBB untuk wilayah Sleman masuk kategori Cukup efektif dengan
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penerimaan 83% terhadap target. Kulon Progo dan Gunung Kidul masuk
kategori sangat efektif. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan kedua wilayah
tersebut diatas target yang telah ditetapkan. Tapi secara keseluruhan,
penerimaan KP PBB Sleman tahun 2005 Cukup Efektif. Hal ini
dikarenakan total jumlah yang diterima Rp 24.555.941.000,- masih kurang
dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.353.861.000,- dengan tingkat

realisasinya adalah sebesar 90%.

5.2. Saran

Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh dfrjen pajak perlu dilakukan
dengan sebaik-baiknya oleh KP PBB. Adanya prosedur-prosedur yang tidak
dilakukan mengakibatkan data yang ada pada KP PBB tidak tepat, dan juga dapat
mempengaruhi jumlah PBB yang diterima setiap tahunnya.

Kehilangan insentif dari pusat karena tidak dipenuhinya target yang
diberikan oleh pusat kepada dacrah mengharuskan KP PBB Sleman bertindak giat
dalam mengejar target tersebut, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap

pendapatan daerah yang akan diterima.
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